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PERANAN MENTALITAS DALAM MENINGKATKAN
KEPATUHAN WAJIB PAJAK
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"ARSTRAKSI

Untuk mendukung visi dan misi Dirjen Perpajakan , maka
dibutuhkan penanaman mentalitas vang baik kepada semua wajib pajak
(aparatur ncgara dan masyarakat) wajib pajak, hal ini dimaksudkan agar
wajib pajak dengan ketangguhan pribadi dan ketangpuhan sosialnya
mampu memahami serta memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak
vang tangguh.

Dibarapkan mentalitas masyarakat yvang baik dapat mendukung
berbagai kebijakan serta temwan dari berbagai penelitian untuk
mencapai tujuan [P

Selain  mentalitas serta berbagai kebijakan DJP, juga masih
dibutuhkan koordinasi yang baik antara DIP dengan Pemerintah
daerah, sampai kelurahan batk pendidikan dan pelatiban, hard ware
untuk mendukung berbagai kebijakan DJP, seperti peningkatan citra.
peticrimaan pajak serta pelayanan prima.

Keyword; Mentalitas, Kepatuhan wajib pajak
PENDAHULUAN

Direktorat Jenderal Pajak , menjalankan 3 fungsi ;
Dalam penelitian Zcin 2003, mengatakan bahwa dalam system self
assessment, wajib pajak dpercaya untuk menghitung, membayar dan
melapor kewajiban perpajakanuya. Untuk mencapai tujuan tersebut
maka Direktorat Jenderal Pajak menjalankan 3 fungsi utaanya, yaitu ;

1. Tax Services ( Pclayanan )

2. Dissemination (Penyuluhan)

3. Law Enforcement (Penegakan Hukum)
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lax Services :

Pemenuhan kewajiban maupun hak wajib pajak dibidang perpajakan,
sepert] penerbitan atau pencabutan NPWP, penmochonan keberatan dan
permohonan restitusi PPN

Dissemnation (Penyuluhan)

Penyebaran informasi tentang ketentuan perpajekan vang periu
diketahui oleh wajib pajak guna pemenuhan kewajiban dan haknya
dibidang perpajakan

Law Enforcement (Penegakan Hukum), terdiri dari 3 pilar :

a. Pemeriksaan pajak (Tax audit)

b. Penyidikan pajak (Tax Investipation)

¢. DPenagihan pajak (Tax Collection)

Selanjutnya, kegialan penegakan hukum bertujuan mendorong
wajib  pajak  untuk  mematuhi  ketenfuan  perpajakan yang
berlaku Dengan  demikian,penyuluhan maupun  penegakan  hokum
merupakan bentuk lain dari pelayanan Pelayanan perpajakan (lax
service) berpengarull  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak Menurut
Andreoni (1998) dan Odd Helge Vjldstad (2004) sebagaimana dikutip
oleh Dawam (2006) kepatuhan sukarcla (volumtaliry compliance)
membayar pajak timbul sebagal respon atas pelayanan prima (excellent
serviee) dilakukan oleh kantor pajak (tax ovice) sebaliknva perbuatan
penghindaran pajak (tax ovice ovoidens) maupun pengelakan pajak (tax
evasions) dilakukan oleh wajib pajak kurtn:} kurangnya pelayanan vang
diperelehnya dari kantor pajak (Brouning,1976).0leh karena itukantor
pajak scinestinya memberikan pelayanan prima kepada wijib pajak
agar mereka bersedia membayar pajak sesuai ketentuan (steven howard
2000)
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PENGHINDARAN WALIB PAJAK

Menurut Dhami Alnowaiki (2004) kepuasan wajib pajak (tax

payers sails  faction) alas pelayanan  yang diperolehnya dapar

mendorengnya untuk membayar pajak sesuni Kelentusn schingga

menuruakan tingkat penghindaran pajak. Menurat jhon hutagau! (2006)

factor-faktor yang mendorong wajib pajak melakukan penghindaran

pajak (tax aveoidence) atay penpelakan pajak (tax eveasion) sebagai

berilr

.

Ada peluang untuk melakukan penghindaran pajak

(level of opportunity) karena belum di atur secara

jelns (grey area)

Kemungkinan perbuatannya diketahui relative kecil
(level of detection)

Manfaat  yang  diperclchnya  relatif  besar
dibandingkan dengan resikonya (level of bencfit
conpared with risk )

Sangsi perpajakan tidak terlalu berat (level of fine
Ketentuan peraturan perpajakan tidak berlakn sama
terhadap semun wajib pajak (level of discrimination)
Berfariasinya pelaksunaan penczakan hukum (level

ol B enforeement)

selain itu faclor-faktor selain seperti social moral persepsi wajib pajak

atas ketentuan perpajakan dan system perpajakan yang tidak fair

berpengsruly terlidap perbuatan penghindaran pajak (coel 1992 culis
and lewis 1997 pardon 1989 grasmit and bursik 1990 school and lubel
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1998) sebagai contoh di America Serikat tinglal kepatuhan wajib pajuk

sehesar 83% atau yang belum patuh sebesar 17% (IRS 1997),

MEMAHAMI TREORI MENTATLITAS

Teori menlitis menjclaskan tentang  kecordasan manusia,
mengenal fitrah manusia, menemukin suara hati manusia melalui
kebebasan untuk  memilibbukum  alem  dan  prinsip-prinsip.
menjelaskan ketangouhan pribadi, ketangguhan social dan hubungan
derngan slan semesta melalui sifae kasih dan saving , adil dan rasa
sukur untuk mencapai manusia paripurna

Setelah  mempelajari  idmu  mmenalitas  diharapkan  manusia
memiliki  ketangguhan  pribadi, ketangpuhan  social dan mampu
berinteraksi terhadap alam semesta melalun sifat kasih saying, adil dan
pandai bersukur dalam kehidupan sehari-hari

Melalui ketangpuban pribadi maka manusia akan memiliki
ketangguhan agama, schingga dalain  kehidupan sehari-harinya sesuai
dengan kaidah atau amran dalam agamanya sehingga manusia tersebul
hidup dengan agama vang mantap.

telalui ketangguban social, maka manusia akan memilikl rasa

saling kasil saying, saling telong menolong dan mampn memahiami
serta memenuhi kewajibannya, termasuk memenuhi kewsjibannya
sebagai wajib pajak yang tangguly, dalam artl sebagai wajib pajak yana
dapat menjalankan system self asscssment, dimana wajib pajak dapat
memahami kewajibannya sebagai wajib pajak vang tangguh dalam arti
mampu menghitung sendiri, mampu melapor dar membavar atau

menvelor perpajakannya.
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Dengan ketanggulan social ini wajib pajak akan mempinyai
tingkat kesadaran tentang pajak vang urggi, sehingga wajib pajak tidak
akan melakukan penghindasan pujak atan pengelakan pajak (Tax
avoidance), sehingga berbagai praktek sepert [evel of opportunity. grev
areq, level of detection, level of benelil campared with risk, level on

fine. level of discrimination dan level of liw cnforeement)

MEMAHAMI STRATEGI PELAYANAN
Menurut - Gronros  (1990) dan Kotler Andersen (1993,
Rarakteristik  dasar pelayanan yaity (1) Intangibiliti arinya tidak
berwwjud, (2) inseparability artinya tidak hias dipisalikan, (3)
mieraction artinya memerlukan interasi antara pemberi jasa dengan
pengguna jasa, (4) perishability artinya bernilai saat dibutublan oleh
pengguna jasa, (5) beterogeneity arlinva standar pemberian pelayanan
kepada masyarakat.
Pelayanan director jendral pajak kepada wajib pajak temasuk pelayanan
public  (public sevices) yaita segala  bentuk  pelayanan  yang
dilaksanakan oleh instansi pemerintah dalam bentuk barpna dan atay
jasa baik dalam rangka pemenuhan kebutulun masyarakal maupun
pelaksanaan  kelentuan  peraturan perundang-undangan  (keputusan
menterl pendayagunasn atparatur Negara nomer 63 tahun 2003).
Pelayanan public harus memenuhi azas-azas -
l. Transparansi artinya terbuka dan mudah untuk diakses oleh
Pengguna jasa manapun,
2. Akualubilitas artinya pemberian jusa harus dapat dipertanyggung
jawabkan,
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Kondisional artinya pelaksannan pelayanan sesuni dengan
kemampuan dan keadaan dari pemberi maupun penggunaan jasa
dengan memperhatikan aspek elektivitas dan efisiensi,
Partisipatif artinya peran serta  masyarakat  dalam
penvelengoaraan pelayanan public,

Kesamaam hak artinya tidak ada diskriminasi.

Eescimbangan hak dan kewajiban artinva pemberi maupun

pengguna jasa memiliki hak da kewajibannya masing-masing

Apar pelayanan  memberikan kepuasan  (satis  faction) hagi

penggunaan jasa, olel Zaithaml (1990) terdupat 10 (sepulueh) aspek

pelayanan vang harus diperhatikan oleh pemberivan pclayanan

vaitu ;

L.

Tangible yaitu penampilan pbfsik dari sumber daya manusia
yang bertugas memberikan pelayanan dan  sarana  serta
prasarana yang digunakan unmk pelayanan,

Reliability vaitu kualitas pelayanan,

Response veness vaitn keinginan untuk memenuhi kebutuhan
pelayanan secara cepat,

Compeleney  yaitu pengetahuan, keahlian dan keterampilan
yang dipersyaratkan untuk melakukan pelavanan,

Courtesy yaitu sikap sopan santun respek dan bersahabat yang
ditunjukkan oleh pemberi pelayanan,

Credibility vatu pemberi pelayanan dapat di percayai,

Security yaitu pelayanan vang diberikan memberikan kepastian,
rasa aman dan nyaman bagi pengguns jasa,

Access yaitu informasi pelayanan dapal diperoleh dengan

mudah,
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9. Comunicacton yatu pemberi pelayanan  selalu  berusaha
memberikan informasi mengenai pelayanan yang dibutuhkan
oleh pengguna dan bersedia mendengarkan kesulitan maupun
kendala yang dihadapi pengpun,

10, Understanding yaitu sikap pemberi pelayanan untuk mendengar
dan memahami keadaan dan kebutuhan pengguna.

Kesepuluh aspek pelayanan terscbut oleh Dr. Fredy Rangluti

{(2003) diringkas menjadi 5 (lima) yaitu,

a. Responsiveness, '

b. Realibility,

¢. Emphaty,

d. Assurance, dan

e. Tangible

STRATEGI PELAYANAN PADA ERA DJP BARU

Dalam cra reformasi, Dirctorat Jendral Pajak memiliki fujuan
ganda yaitu citra dan penerimaan pajak. Citra Direktorat Jendral Pajak
tersurat pada Visinya yaitu menjadi model pelavanan masyarakat vang
menyelenggarakan system dan manajemen perpajakan kelas dunia,
dipercaya dan dibanggakan oleh masyarakat, Selain ilu, Direktorat
Jenderal Pajak mengemban tanggung jawab menghimpun penerimaan
pajak sebagai sumber utama pencrimasn APBN, Keberhasilan kedua
tujuan tersebut sangat tergantung kepada perspepsi masyarakat tentang
pajak. Bila masyarakat memiliki persepsi yang positif tentang pajak
maka penerimaan pajak akan meningkat karena tax coverage ratio
meningkat sebapal akibat tumbu]in}-a kepatuhan sukarela Wajib Pajak

(taxpayers’ voluntarily compliance) di bidang perpajakan,
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Untuk membentuk perspesi masyarakat vang pesitif tentanpg pajak
dalam system self assessment, perlu dilakukan strategi pelayanan
perpajakan yaitu strategi pelavanan operasionz] dan strategi pelayanan
relasional (Dawam. 2006).

Dari hasil peneliian yang dilakukan oleh Dawam (2006) menunjuklan
bahwa baik strategl pelayanan operasional dan relasional berpengaruh
positil’ terhadap  kepuasan wajih pajak (Tax payer's satisfaction).
Artinya wajib pajak sangat apresiasi terhadap pelayanan perpajakan
karena mereka memperoleh kemudahan (Simplicity), kepastian haokum
{legal certainty), rasa nyaman (convenient) dn aman (security) dalam
melaksanakan pemenuhan kewajiban dan haknya dibidang perpajakan.
Denpan demikian , citra dirckiorat jenderal pajak dapat diwujudkan

melalui strategi pelayanan operasional dan relasional.

HUBUNGAN KEPUASAN @ WAJIB PAJAK TEPRHADAP
REPATUILAN WAJID PAJAK

Namun dar hasil penelitian  selanjutnya diketahui bahwa
kepuasan wajib pajak tidak ada korelasinva dan kepatuhan wajib pajak
{(Dawam 2006) untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak diperlukan
pegakan hokum (Law enforcement) sesuai ketentuan. Sebagaimana
telah dijelaskan sebelumnya bahwa pilar-pilar penegakan hokum terdiri
dari pemeriksaan pajak (tax audit), penyidikan pajak (tax investigation)
dan penagihan pajak (tax nmllcetionlj, pencgakan hokum merupakan
bentuk lain dari pelayanan karena selain menerapkan sangsi perpajakan
alas pelanggaran perpajakan juga memberikan pembelajaran kepada
wajibh pajak sehingga mereka dapat melaksanakkan pememihan

kewajiban dan haknyadihidang perpajakan sesuai ketentuan yang
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berlaku. Penegakan hokum yang elekif apabila diterapkan sesuai
dengan ketentuan terhadap wajib pajak yang melakukan penyimpangan
dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sehingea hoknm berlaku
terhadap  wajib pajak tanpa memandang latar  belokanpnya  (non
discrimination), selain itu pencgakan hokum mendorong kepatuhan
sukarcla wajib pajak untuk membayar pajak sesuai ketentuan vang
berpengaruh atas tax coverage ratio dan meningkatkan penerimaan
perpajakan.

Dalam system self assessment, implementasi strategi pelayanan
operasional dan relasional serta penegakan hukum vang cfektif
berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan sekaligus
membentuk citra direklorat jenderal pajak yang terbuka, akuntabel dan
kredibel serla meningkatkan penerimaan Negara dari sector pajak untuk
melaksanakan  kedua  strategi  peluyanan  dan pencgakan  hukum
diperlukan suatu fondasi yang kuat berupa komitmen bersama untuk
melaksanakan good governance. Dengan demikian . kedua tujuan

Dircktorat Jenderal pajak tersebut dapat segera diralisasikan

KOORDINASI APARATUR PAJAK DENGAN PEMFERINTAH
DAERAH BELTUM OPTIMAL

Tiga fungsi Direktorat Jenderal Pajak, seperti Tax Services ( Pelayanan
J.Dissemination (Penyuluhan) dan Law Enforcement {Penegakan
Hukum), masih belumn optimal schingga visi dan misi DIP seperti
peningkatan  citra  dan  peningkeatan penerimaan  pajak  belum
terwujud.terutama  disebabkan karena  kemudahan pelayanan  atau

simplicity serta acces atau kemudahan mempereleh informasi.
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Kurangnya koordinas: pemerintah pusal dengan pemerinizh dasrah,
mengakibatkan tersumbatnya herbagai kekuranpan tersebut ditinpkat
kecamatan dan kelurahan, sehingga berbagai informasi perpajokan
ditingkat kecamatan dan kelurahan tidak tersedia dengan haik,

Contoh masih ada perjanjian khwsus antara petugas pajak, aparat dan
wajib pajak

Berbagai kemudahan membavar pajak dimana saja kapan saja, seperli

membayar SPP di PTN, mungkin sangat dibutubikan

PENUTUP
Berdasarkan Pembahasan sebelumnya diatas, maka dapal disimpulkan
dan disampaikan rekomendasi schagai berikut
. Pada era DJP baru strategi pelayanan operasional dan relasional
diperlukan untuk memberikan kepuasan bagi wajib pajak dalam
meluksanakan pemenuhan kewajiban dan haknya dibidang
perpajakan. Kepuasan wajib  pajak  tersebut berpengarub
terhadap citra Direktorat Jenderal Pajak schagaimana tersurat
pada visinya. Selanjutnya, implementasi  kedua  stratepi
pelayanan tersebut diikuti dengan pelaksanaan peonegakan
hokum secara efeltif sehingpa berpenpgaruh  terhadap
peningkatan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian hal

terscbut dapat meningkatkan penerimaan pajak.

2 |

Untuk melaksanakan kedua stratezi pelayanan dan pencgakan
hokum secara eleknl diterapkan prinsip good governance
sehingga strategi pelayanan dan penegakan hokum dilakukan

dengan transparan dan akuntabel,
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30 Treansparansi  dun akungbilites kepumsn peneriinn
perpajakan untuk pembangunan berupa penvediaan sarana dan
prasarana serta pelavanan public (public dods and service)
sangal berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajuk.
(leh karenanya , pengelolaan penerimaan perpajakan mulai dari
pemungutan  hingga  pengalokasiannya SeyDEvanya

dilaksanakan berdasarkan prinspi-prinsip good governance
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